
 
BUPATI BANDUNG BARAT 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT 
 

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.199–Bakesbangpol/2024 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN BANTUAN HIBAH KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BANDUNG BARAT UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN 
WAKIL BUPATI BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024 

 

BUPATI BANDUNG BARAT,  

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan 
mensukseskan pelaksanaan kegiatan pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024, perlu 

memberikan bantuan hibah kepada Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 

2024; 

b. bahwa pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi 
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4688); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

              SALINAN 



 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 

2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Barat Nomor 3); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Nomor 6); 

10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung 

Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung 
Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 

Nomor 9); 

11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 49 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan Laporan dan Pertanggung jawaban Serta 

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 

2022 Nomor 49); 

 



 

 

12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 

2022 Nomor 51); 

13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 

10); 

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Pemberian Dana Hibah 
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat untuk 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2024 Nomor : 900/BA.10-
Bappelitbangda/2023 (TAPD) dan Nomor: 693/KU.07-

BA/3217/2023 (KPU) tanggal 5 Oktober 2023; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Bantuan Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Bandung Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar 

Rp.30.987.272.400,- (Tiga Puluh Miliar Sembilan Ratus 
Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu 
Empat Ratus Rupiah) dengan penerima hibah bernama Ripqi 

Ahmad Sulaeman yang berkedudukan di Jl. Raya Purwakarta 
Nomor 430 Desa Tagogapu Kecamatan Padalarang 

Kabupaten Bandung Barat. 

KEDUA : Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum 

KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 

Anggaran 2024. 

KETIGA : Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum 

KESATU, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya 

maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
Ditetapkan di Ngamprah 

pada tanggal   31 Mei 2024 

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

 

ARSAN LATIF 

 
 

 

 

 

 


